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PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.P/2017/PA Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat tempat
kediaman di DUsSUN e, , Desa
.................................. , Kecamatan Masamba, Kabupaten
Luwu Utara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal

26 Juli 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba

dalam register perkara Nomor 190/Pdt.P/2017/PA Msb. telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang

bernama:

e —————— , umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan
belum bekerja, tempat kediaman di DUSUN ......cccoceviiiievinnenennenn , Desa
..., Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
dengan seorang wanita bernama :
e —————— , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di Kelurahan ..o , Kecamatan

Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
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yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun.

3. Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon
istrinya tersebut karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya
tersebut sudah demikian eratnya sehingga dikuatirkan akan terjadi hal hal
yang tidak diinginkan yang membuat keluarga kedua belah pihak malu.

4. Bahwa olehnya itu orangtua kedua belah pihak telah bertemu dan
membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak
Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan.

5. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga

begitupun dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama,
TR, . = ) untuk menikah dengan calon istrinya bernama,

3. Membebankan biaya perkara menuruthukum.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapatlain, mohon penetapan seadil-adilnya.
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir sendiri, dan setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada
Pemohon, selanjutnya Pemohon mernyatakan kepada majelis bahwa Pemohon
akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon telah menikahkan
anaknya tersebut sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama

Masamba;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dna nasehat Majelis Hakim,
Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,
maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 190/Pdt.P/2017/PA Msb dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
231.000,00 (duaratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Zulgaidah 1438 Hijriyah, oleh
................................... , Sebagai Ketua Majelis, ....ccviiiiiiiinienn,, dan
................................... , masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
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oleh e , Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan Rp. 140.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000.-

Rp. 231.000,-

(duaratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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